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ABSTRAK 

Memperhatikan kondisi ketenagakerjaan, kiranya perlu adanya suatu 
perangkat perlindungan kepastian hukum bagi tenaga-tenaga kerja Indonesia, 
Yaitu dengan penerapan perjanjian. Dalam praktek perjanjian tenaga kerja 
Indonesia yang akan bekerja di Luar Negeri tidak semua berjalan sesuai dengan 
keinginan meskipun dalam proses perjanjian melakukan kewajibannya dengan 
baik namun hal tersebut tidak menjamin terpenuhinya suatu perjanjian. Salah satu 
faktor tidak terpenuhinya suatu perjanjian kerja karena faktor Wanprestasi berupa 
pelanggaran peraturan yang dilakukan tenaga kerja Indonesia terhadap mitra kerja 
di Luar Negeri. Sehingga PT. Dian Yogya Perdana harus menyelesaikan 
permasalahan yang dilakukan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dengan 
majikannya/perusahaan di luar negeri Global Partner. Permasalahannya Tenaga 
Kerja Indonesia melanggar suatu perjanjian yang mengatur peraturan-peraturan di 
Global Partner, antara lain melakukan pekerjaannya tidak dengan sungguh-
sungguh dan tidak masuk pada saat jam kerja selama dua hari. Hal itu 
mengakibatkan kerugian dalam target produksi di Global Partner. Dari uraian 
tersebut timbul masalah, yaitu: Bagaimana proses perjanjian yang dibuat PT. Dian 
Yogya Perdana dengan tenaga kerja Indonesia, Bagaimana PT. Dian Yogya 
Perdana menghadapi upaya hukum yang dilakukan oleh mitra luar negeri dalam 
wanprestasi yang dilakukan tenaga kerja Indonesia, dan Apakah mekanisme 
penjatuhan sanksi terhadap tenaga kerja Indonesia yang dilakukan PT. Dian 
Yogya Perdana sudah sesuai dengan di Indonesia. 

 Guna menjawab permasalahan yang ada, maka penyusun melakukan 
penelitian lapangan (field Research) untuk memperoleh data primer yang 
bersumber dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh langsung 
dari pihak perusahaan yang menyelesaikan suatu wanprestasi tersebut, dengan 
menggunakan pendekatan deskriptif  kualitatif. 

 Hasil dari penelitian menunjukan permasalahan wanprestasi yang 
dilakukan, sehingga melakukan beberapa upaya hukum demi tercapainya suatu 
penyelesaian antara lain: Pertama, Negosiasi guna mencapai kesepakatan bersama 
antara majikan dan PT. Dian Yogya Perdana guna menyelesaikan permasalahan 
Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Kedua, Ganti Rugi yang sudah di tetapkan 
oleh pihak Global Partner dikarenakan meruginya perusahaan Global Partner 
dikarenakan kurangnya produksi yang dikerjakan oleh Tenaga Kerja Indonesia, 
serta menanggung pemulangan Tenaga Kerja Indonesia. Ketiga, Pembinaan yang 
dilakukan PT. Dian Yogya Perdana dengan Tenaga Kerja Indonesia yang 
melakukan wanprestasi guna sebagai pembelajaran agar dapat melakukan 
pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dan tidak terjadi dikemudian hari dan 
menjadi pembelajaran kepada semua pihak agar lebih berhati-hati dan 
bertanggung jawab atas suatu pekerjaannya. 

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Kerja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berbicara mengenai berbagai masalah ketenagakerjaan, maka penelaahnya 

akan dapat ditinjau dari berbagai faktor dan makna. Dalam hal ini kenyataan telah 

membuktikan bahwa faktor ketenagakerjaan sebagai sumber daya manusia, di masa 

pembangunan nasional sekarang merupakan faktor yang teramat penting bagi 

terselenggaranya pembangunan nasional di Negara  Republik Indonesia, Bahkan 

Faktor Tenaga Kerja merupakan sarana yang sangat dominan di dalam kehidupan 

suatu bangsa. 

 Landasan Konstitusional yang mengatur tentang ketenagakerjaan disebutkan 

pada Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945, yang tidak lain bersumber dan dijiwai oleh falsafah 

Pancasila. suasana batiniah serta cita-cita hukum tersebut selanjutnya dijelmakan di 

dalam batang tubuhnya. Perihal isi ketentuan dalam batang tubuh yang ada 

relevansinya dengan masalah ketenagakerjaan, terutama ditentukan pada pasal 27 

ayat (2) , pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak 

bagi kemanusiaan, namun pada kenyataannya keterbatasan lapangan pekerjaan di 
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negeri sendiri membuat banyak  Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mencari lapangan 

pekerjaan di luar Negeri atau Buruh Migran.1  

Memperhatikan kondisi ketenagakerjaan, kiranya perlu adanya suatu 

perangkat bagi sarana perlindunganan kepastian hukum bagi tenaga-tenaga kerja 

Indonesia. Baik bagi mereka yang akan atau sedang mencari pekerjaan atau yang 

sedang melaksanakan hubungan kerja. Salah satu bentuk perlindungan dan kepastian 

hukum terutama bagi tenaga kerja tersebut adalah melalui pelaksanaan dan 

penerapan perjanjian kerja. Karena dengan adanya perjanjian kerja, diharapkan para 

pengusaha dan majikan tidak lagi bisa memperlakukan pekerja dengan sewenang-

wenang, memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa memperhatikan 

kebutuhan para pekerja serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Di dalam perjanjian kerja diletakkan segala hak dan kewajiban secara timbal-

balik antara pengusaha dan pekerja. Dengan demikian kedua belah pihak dalam 

melaksanakan hubungan kerja telah terikat pada apa yang mereka sepakati dalam 

perjanjian kerja maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Seseorang sebelum melakukan hubungan kerja dengan orang lain, terlebih 

dahulu akan diadakan suatu perjanjian kerja, baik dalam bentuk yang sederhana yang 

pada umumnya di buat lisan ataupun secara formal yaitu dalam bentuk tertulis.  

Kesemua upaya tersebut dibuat untuk maksud perlindungan dan kepastian akan hak 

                                                           
1Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 1&2  
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dan kewajiban dari masing-masing pihak yang pada dasarnya akan menggambarkan 

hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengusaha terhadap pekerja secara timbal-balik.2 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menyatakan bahwa 

“Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga 

negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam 

hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah”. 3 

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pasal 3 Undang-undang 

Nomor 39 Tahun 2004 tujuan penempatan dan perlindungan terhadap calon 

Tenaga Kerja Indonesia /TKI: 

a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan 

manusiawi; 

b. Menjamin dan melindungi calon Tenaga Kerja Indonesia/TKI sejak di 

dalam    negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di 

Indonesia; 

c. Meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan 

keluarganya. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri 

                                                           
2 Iman soepomo, Hukum Perburuhan bagian pertama Hubungan Kerja (Jakarta:  PPAKRI 

Bhayangkara, 1968), hlm. 9. 
 

3 http://referensi.elsam.or.id/2014/12/uu-nomor-39-tahun-2004-tentang-penempatan-dan-
perlindungan-tenaga-kerja-indonesia-di-luar-negeri/ 
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bahwa Pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar 

negeri terdiri dari: 

a. Pemerintah; 

b. Pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) swasta.4 

Tenaga kerja Indonesia dan pengguna jasa harus membuat perjanjian kerja 

yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban masing-masing pihak. 

Pelaksanaan penempatan Tenaga kerja Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 2004 dilaksanakan dengan ketat, tidak hanya menyangkut badan 

pelaksanakan, tetapi juga persyaratan dan penyelenggaraannya. Hal ini dimaksudkan 

agar penempatan Tenaga Kerja Indonesia tersebut berjalan dengan baik, selektif, dan 

terhindar dari berita-berita kurang baik yang bersangkutan dengan Tenaga Kerja 

Indonesia ilegal sehingga dapat merusak nama baik bangsa dan negara Indonesia. 

Beberapa permasalahan yang terjadi yaitu tindak kekerasan yang dialami oleh 

Tenaga Kerja dan permasalahan dalam perjanjian kerja dimana salah satu pihak 

melakukan Wanprestasi. 

Wanprestasi yaitu merupakan pelanggaran janji atau tidak terpenuhinya yang 

diperjanjikan dalam perjanjian kerja dan perbuatan melawan hukum yaitu karena 

perbuatan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Apabila 

dalam perjanjian kerja antara Tenaga Kerja Indonesia dengan Pelaksana Penempatan 

Tenaga Kerja Indonesia swasta ataupun dengan mitra diluar negeri melakukan 

                                                           
4 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), hlm. 242. 
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pelanggaran hukum dalam perjanjian kerja, maka akan terdapat tanggung jawab 

hukum yang akan dibebankan kepada salah satu pihak yang melakukan suatu 

pelanggaran hukum. Tanggung jawab hukum yang dimaksud dalam perjanjian ini 

merupakan kewajiban salah satu pihak yang melakukan pelnggaran hukum dalam 

perjanjian kerja untuk memenuhi suatu akibat hukum yang timbul karena adanya 

wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab hukum yang 

dilakukan dalam perjanjian PJTKI (Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia) tidak 

hanya menempatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tetapi juga bertanggung jawab 

atas perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia pra penempatan dan purna 

penempatan sehingga peran PJTKI juga sangat dibutuhkan semua pihak baik pihak 

mitra luar negeri. 

Khususnya adalah PJTKI PT. Dian Yogya Perdana salah satu perusahaan 

dibidang jasa swasta Tenaga Kerja Indonesia dan pelaksana penempatan swasta yang 

berperan untuk memperkerjakan Tenaga Kerja Indonesia di negara tujuan. PT. Dian 

Yogya Perdana sudah berbentuk badan hukum dengan nomor SIPP TKI : 215 

TAHUN 2012 tanggal31 MEI 2012, PT. Dian Yogya Perdana memiliki pengalaman 

dibidangnya lebih dari 20 tahun dalam manajemen rekrut dan penempatan tenaga 

kerja. Sejumlah perusahaan sudah menjadi mitra dari PT. Dian Yogya Perdana, 

misalnya ShinEtsu (M) SdnBhd, ALPS Electric (M) SdnBhd, Carsem (M) SdnBhd, 

Sony Emcs (M) SdnBhd dan lain-lain. ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan 

Mitra luar negeri untuk mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia bekerja di luar negeri 

dimana selaku penyedia jasa yang melakukan suatu perjanjian untuk memenuhi 
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syarat Tenaga Kerja Indonesia bekerja di luar negeri. Ketentuan pengertian 

perjanjian yang diatur oleh KUHPerdata Pasal 1313 berbunyi : 

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih lainnya” 

Setelah pasal 1313 KUHPerdata dapat diperjelaskan lagi suatu perjanjian kerja 

tersebut dicantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sebagaimana yang 

disebutkan dalam pasal 1601 a KUHPerdata : 

“Perjanjian kerja adalah perjaanjian dimana pihak yang satu, buruh, mengikatkan 

diri untuk dibawah pimpinan pihak yang lain, majikan, untuk waktu tertentu, 

melakukan pekerjaan dengan menerima upah” 5 

Suatu perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan oleh para pihak. 

Apabila ada salah satu pihak yang tidak menghormati janji-janji (kewajiban) berarti 

ada pihak yang kepentingannya dilanggar maka hukum memberikan perlindungan 

atas kepentingan para pihak yang dilanggar janjinya tersebut. Pihak yang tidak 

menghormati janji-janji atau tidak dapat melakukan kewajiban dengan sebagaimana 

mestinya dalam perjanjian secara tidak langsung telah melakukan wanprestasi. 

Wanprestsi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana 

ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara keditur dengan debitur.6 

                                                           
5http://waromuhammad .blogspot.com/2012/02/perjanjian-kerja.html?m=1 pada 25 Januari 

2017 

6 Salim HS, Hukum Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 98.  
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Sehingga dengan adanya suatu perjanjian Tenaga Kerja Indonesia dapat 

bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak melanggar semua aturan yang telah di 

sepakati baik dengan PJTKI PT. Dian Yogya Perdana maupun dengan perusahaan 

Mitra luar negeri, hal ini juga dimaksud agar semua pihak tidak merasa dirugikan 

dan saling terikat satu sama lainnya sehingga mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap dan jelas. 

Berdasarkan praktek dilapangan masih sering terjadi pelanggaran atas 

perjanjian yang sudah disepakati seperti pelanggaran Tenaga Kerja Indonesia yang 

melakukan mogok kerja/demonstrasi terhadap majikan/mitra luar negeri selaku 

tempat Tenaga Kerja Indonesia ditempatkan, sehingga sering terjadi permasalahan 

antara Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang melanggar,dan adapun PJTKI selaku 

penanggung jawab Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau bisa disebut juga dengan wali 

dari Tenaga Kerja Indonesia terhadap mitra kerja luar negeri yang dikarenakan  

kurangnya efektifnya PT.Dian Yogya Perdana dalam melakukan penyaringan 

terhadap calon Tenaga Kerja indonesia, hal itu mengakibatkan kurangnya kualitas 

Tenaga Kerja Indonesia sehingga rawan melakukan pelanggaran yang sudah 

ditetapkan di suatu perjanjian sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dengan 

seringnya pelanggaran yang dilakukan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang banyak 

merugikan banyak pihak entah dari sumber daya manusia yang ada di indonesia, 

bangsa,negara dan penyalur tenaga kerja luar negeri seperti PT. Dian Yogya Perdana 
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selaku nama perusahaan yang menjalin hubungan kerja langsung dengan mitra diluar 

negeri. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin membahas mengenai perlindungan 

hukum terhadap para pihak yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tenaga 

kerja di PT. Dian Yogya Perdana. Dalam penelitiannya peneliti akan membuat 

skripsi yang berjudul  : “UPAYA HUKUM TERHADAP WANPRESTASI YANG 

DILAKUKAN OLEH TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI (STUDI 

KASUS PT.DIAN YOGYA PERDANA)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Proses Perjanjian yang dibuat PT. Dian Yogya Perdana dengan 

Tenaga Kerja Indonesia  ? 

2. Bagaimana PT. Dian Yogya Perdana menghadapi upaya hukum yang 

dilakukan oleh mitra kerja luar negeri dalam wanprestasi yang dilakukan 

Tenaga Kerja Indonesia? 

3. Apakah mekanisme penjatuhan sanksi terhadap Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI) yang dilakukan PT. Dian Yogya Perdana  sudah sesuai dengan hukum 

Indonesia ? 

 



9 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan yang akan dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui bagaimana sistem perjanjian kerja yang ada di PJTKI 

(Pengiriman Jasa Tenaga Kerja Indonesia) PT.Dian Yogya Perdana. 

b. Untuk mengetahui bagaimana upaya pertanggung jawaban PT.Dian Yogya 

Perdana yang dilakukan oleh  apabila terjadi suatu wanprestasi yang dilakukan 

Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sehingga menyebabkan kerugian 

perusahaan/mitra kerja luar negeri.. 

2. Kegunaan 

a. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi 

penulis dan pembaca mengenai sistem perjanjian kerja antara TKI dengan PJTKI 

PT. Dian Yogya Perdana serta pertanggungjawaban para pihak  jika terjadi suatu 

wanprestasi. 

b. Kegunaan praktis  

Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan 

mengenai sistem perjanjian kerja dan gambaran kerja di luar negeri khususnya di 

PT.Dian Yogya Perdana. 

D. Telaah Pustaka 

Karya pertama yang disusun oleh sunawar sukowati yang berjudul 

“Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Luar Negeri Menurut Undang-

Undang No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
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Indonesia”7 dalam skripsi yang ditulis mahasiswa Universitas Negeri Semarang ini 

membahas mengenai perlindungan hukum terhadap calon TKI dan hambatan-

hambatan apa saja yang dihadapi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di provinsi Jawa Tengah. 

Karya  kedua yang disusun oleh I Dewa Rai Astawa yang berudul “Aspek 

Perlindungan Hukum Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri”.8 Dalam tesis 

yang diteliti mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 

semarang  menjelaskan mengenai hak-hak perusahaan/ majikan dan tenaga kerja 

Indonesia beserta kewajibannya. 

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Emi Faozah, dengan judul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Mobil (Studi Kasus di 

Bomb’s Brother RentCar Yogyakarta)”9 , dalam skripsi ini membahas tentang 

bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam keterlambatan pengambilan sewa dalam 

mobil tanpa supir ditinjau dari hukum islam. Dalam skripsi ini, yang telah ditemukan 

ialah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa, dalam penyelesaian 

                                                           
7Sunawar Sukowati, “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Luar Negeri Menurut 

Undang-Undang No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia,” Skripsi fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,(2011) 
 

8 I Dewa Rai Astawa SH, “Aspek Perlindungan Hukum Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar 
Negeri” Tesis fakultas Hukum Program Magister Universitas Diponegoro Semarang (2006) 

 
9 Emi Faozah,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wadprestasi sewa Mobil ( studi 

Kasus di Bamb’s Brother rentcar Yogyakarta),”Skripsi,FakultasSyari’ah dan Hukum UIn Sunan 
Kalijaga Yogyakarta (2013) 
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wanprestasi ini melalui beberapa tahapan sebagaimana penyelesaian dengan 

pembayaran sewa ditemempuhnya dengan batasan-batasan dalam pelunasan 

pembayaran maka dilakukannya kesepakatan bersama dan dilakukan keputusan dari 

parapihak. Dilakukannya keputusan ini dengan seadil-adilnya sehingga tidak ada satu 

pihak yang terzhalimi atau tidak ada yang dirugikan. 

E. Kerangka Teoritik 

Landasan teoritis merupakan dukungan teori, konsep, asas, dan pendapat-

pendapat hukum dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan 

analisis. 10  Dengan demikian, penyusunan dalam melakukan penelitian ini 

menggunakan beberapa teori sebagai pijakan dasar, guna menerangkan suatu 

fenomenal sosial secara sistematis, antara lain : 

1. Perjanjian 

Defenisi perjanjian adalah suatu perbuatan atau tindakan hukum yang terbentuk 

dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari 

dua orang (pihak) atau lebih, dimana tercapainya sepakat tersebut tergantung dari 

para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan 

atas beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan 

perundang-undangan.  

                                                           
10Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 

141.  
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Menurut Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 

satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara 

dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang didalamnya terdapat hak dan 

kewajiban masing-masing pihak. 

Dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsur perjanjian adalah : 

a. Adanya para pihak. 

b. Adanya persetujuan dari pihak-pihak tersebut. 

c. Adanya tujuan yang akan dicapai. 

d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan. 

e. Adanya bentuk tertentu, baik lisan atau tulisan. 

f. Adanya syarat-syarat tertentu.11 

Dari unsur-unsur perjanjian dapat dipahami karena bahwa ada perjanjian yang sah 

dan ada pula yang tidak sah. Perjanjian sah artinya para pihak yang saling 

mengikatkan diri atau saling berjanji dan memiliki kehendak yang sama untuk 

melakukan perbuatan tertentu dengan penerimaan risikonya masing-masing. 

Persesuaian kehendak antara para pihak diatur sedemikian rupa oleh undang-undang. 

 Dapat disimpulkan bahwa perjanjian memiliki tiga hal penting, yaitu: 

1).Kedua Belah Pihak; 2). Sikap saling mengikatkan diri; 3). Pelaksanaan perbuatan 

yang berhubungan dengan harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. 

                                                           
11Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Prenadamediagroup, 2015), hlm. 286. 
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 Subekti menguraikan masalah subjek dan objek perikatan dengan istilah 

personalia dalam perikatan12, yaitu pihak-pihak ayang terkait dengan perjanjian. 

Menurut Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , tidak ada seorang pun 

dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, 

melainkan untuk dirinya sendiri.13 

 Terdapat Objek Perjanjian, objek Perjanjian adalah prestasi (pokok 

perjanjian). Prestasi adalah kewajiban debitur dan hak kreditur. Prestasi terdiri atas 

perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas: (1) Memberikan sesuatu,(2) 

berbuat sesuatu, (3) tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata).  

 

2. Wanprestasi 

Mengenai perumusan Wanprestasi, sekalipun ada perbedaandalam cara merumuskan, 

pada umumnya (secara garis besar) para ssarjana merumuskannya sebagai berikut:14 

Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaaan, dimana debitur tidak telah 

memenuhi kewajiban prestasi perikatannya denga baik, dan debitur punya unsur 

                                                           

12Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermassa, 1991), hlm. 29-34. 

13
 Menurut Subekti, terdapat kekecualian , yaitu dalam bentuk yang dinamakan “janji  untuk 

pihak ketiga” (bahasa Belanda “derden-beding”). Dalam janji untuk pihak ketiga, seorang membuat 
suatu perjanjian, dalam perjanjian yang memperjanjikan hak-hak bagi orang lain. Misalnya, A 
mengadakan suatu perjanjian dengan B. Dalam perjanjian itu diminta diperjanjikan hak-hak bagi C, 
tanpa adanya kuasa dari C ini. Dalam hubungan ini A dinamakan stipilator dan C dinakan promissor. 

14J. Satrio, “Wanprestasi menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi, ( Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 3. 
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salah atasnya. Perlu di simpulkan bahwa wanprestasi berangkat dari prinsip yang 

kewajiban harus atau wajib dipenuhi oleh debitur dengan baik. 

MarhainisAbdulhay menyatakan bahwa wanprestasi adalah apabila pihak-pihak yang 

seharusnya berprestasi tidak memenuhi prestasinya. 

Wanprestasi berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yakni: 

a. Berbuat sesuatu; 

b. Tidak berbuat sesuatu; dan 

c. Menyerahkan sesuatu. 

Dalam restatemet of the law of contacts (Amerika Serikat), Wanprestasi atau 

Breach of contracts dibedakan menjadi dua macam, yaitu:15 

a. Total breachts artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin 

dilaksanakan; 

b. Partial breachts artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk 

dilaksanakan. 

Seorang debitur baru  dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan 

somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah 

dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila 

somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa 

persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilan lah yang akan 

memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. 

                                                           
15 Ibid., hlm. 8. 
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 Yahya Harahap mendenifisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban 

yang tidak tepat waktunya dan dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga 

menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti 

rugi atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak , pihak yang lainnya dapat 

menuntut pembatalan perjanjian.16 

 Menurut Munir Fuady, adalah titik dilaksanakannya prestasi dan kewajiban 

yang tidak tepat waktunya atau dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana 

mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang 

disebutkan dalam kontrak, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh 

kesalahan salah satu atau para pihak17. 

Adapun bentuk-bentuk Wanprestasi, yaitu:18  (a) tidak memenuhi prestasi sama 

sekali, (b) memenuhi prestasi tapi tidak tepat pada waktunya, (c) memenuhi prestasi, 

tapi tidak sesuai. 

 

 

 

                                                           

16M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 60.  

17Munir Fuady, Hukum Kontrak, (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua, ( Bandung: 

Citra Aditya Bekti,2001), hlm. 87. 

18
 J. Satrio, Hukum Perikatan, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 84. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 jenis penelitian yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian adalah 

penelitian lapangan, dimana dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada 

tempat yang menjadi obyek penelitian. Penulis secara langsung melakukan penelitian 

pada obyek yang akan diteliti yaitu di PT. Dian Yogya Perdana yang beralamat di 

Jalan Ringroat selatan No.1,Sorowajan Panggungharjo, yogyakarta. Penelitian 

dengan metode penelitian lapangan dengan tujuan agar mendapatkan data dan 

informasi secara tepat dan pasti dari objek yang akan diteliti. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris 

atau penelitian hukum sosiologis  yaitu penelitian hukum yang menggunakan data 

primer. Penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

sistem perjanjian Tenaga Kerja Indonesia serta Tanggung jawab para pihak jika 

terjadi suatu wanprestasi baik dalam perjanjian maupun permasalahan yang ada di 

lapangan khususnya di PT. Dian Yogya Perdana. Dengan mengambil data 

dilapangan berdasarkan sample yang penulis ambil dalam penelitian. 

3. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di PT. Dian Yogya Perdana  yang beralamat di Jalan 

Ringroat selatan No.1, SorowajanPanggungharjo, yogyakarta. 
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4. Sumber Data  

a. Sumber Data Primer  

Sumber data primer diperoleh secara langsung oleh informan sehingga sumber 

data primer berasal dari wawancara dengan Direktur atau yang ditunjuk dari pihak 

PT. Dian Yogya Perdana yang secara langsung mengetahui sistem perjanjian dan 

pertanggungjawaban apabila terjadi wanprestasi dalam permasalahan Tenaga Kerja. 

b. Sumber Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan-bahan kepustakaan. 

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari peraturan 

perundang-undangan seperti KUHPerdata serta litelatur yang berhubungan dengan 

materi penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Observasi merupaka salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya 

mengukur dari sikap responden namun juga dapat digunakan untuk merekam 

berbagai fenomena yang terjadi. Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk 

mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan aturan-aturan yang harus dipatuhi 

dalam pelaksanaan kerja dan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tentang 

perjanjian kerja yang terdapat di PT. Dian Yogya Perdana. 



18 

 

b. Wawancara (interview) 

 Dalam teknik pengumpulan data ini dengan cara wawancara. Wawancara sendiri 

adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melalui tatap muka dan 

bertanya langsung secara lisan kepada narasumber . Pegumpulan data dengan teknik 

ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk nantinya dijawab dan 

dijelaskan oleh narasumber. Taknik wawancara ini dilakukan oleh peneliti agar 

nantinya peneliti dapan memperoleh data yang diperlukan untuk menjabarkan 

jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara yang dilakukan dengan 

Direktur PT. Dian Yogya Perdana di Yogyakarta yang melakukan perjanjian kerja 

dengan calon Tenaga Kerja Indonesia. 

c. Dokumentasi 

 Penelitian ini menggunakan dokumtasi sebagai bukti bahwa peneliti langsung 

melkukanpenelian pada obyek yang akan diteliti. Dan saat wawancara peneliti juga 

akan melakukan dokumentasi sebagai bukti peneliti mendapatkan data dan informasi 

secara langsung dari narasumber. 

d. Analisis Data  

 Data yang diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder 

dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data tersebut dianalisis 

secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif yaitu menarik 

kesimpulan yang berdasarkan dari data penelitian kepustakaan, kemudian digunakan 
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sebagai bahan perbandingan untuk membahas data lapangan, dan pendekatan 

induktif yaitu menarik kesimpulan yang berasal dari data yang diperoleh dari hasil 

data penelitian lapangan  yang dilakukan dengan pertanyaan dan wawancara, 

kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.19  Berdasarkan analisis 

tersebut selanjutnya diuaraikan secara sistematis sehingga nanti pada akhirnya 

diperoleh jawaban dari permasalahan penelitian. 

G. Sistematika pembahasan  

Dalam sistematika pembahasan, peneliti akan menyusun skripsi dalam 3 (tiga) 

bagian yaitu bagian pendahuluan skripsi, bagian isi skripsi, bagian akhir skripsi dan 

dalam bagian isi skripsi mencakup 5 (lima) bab.  

Bab Pertama, sebagai pendahuluan guna memberikan pengantar atas 

pembahasan secara menyeluruh pada skripsi ini. Penyusun menguraikan mengenai 

masalah yang melatar belakangi ditulisnya skripsi ini, penyusun juga memberikan 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian maupun kegunaannya penelitian 

ini. Kemudian untuk memberikan uraian keterkaitan antara bab satu dengan yang 

lain penyusun menuliskan suatu sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, penyusun memberikan keterangan lebih lanjut mengenai landasan 

teori yang digunakan dalam penulisan ini, terkait dengan tinjauan-tinjauan umum 

mengenai perjanjian. 

                                                           
19 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 105 
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Bab Ketiga, penyusun menguraikan gambaran umum PT. Dian Yogya Perdana 

yang merupakan penguraian seputar lokasi dan hubungan kerja serta hak dan 

kewajiban para pihak. 

Bab Keempat, penyusun menuliskan mengenai proses perjanjian dan tanggung 

jawab pihak pelaksana penempatan dengan mitra kerja luar negeri serta bagaimana 

pemberisan sanksi yang dilakukan pelaksana penempatan terhadap Tenaga Kerja 

Indonesia yang bermasalah. 

Bab Kelima, berisikan kesimpulan sebagai penutup yang merupakan benang 

merah permasalahan yang diperoleh dari hasil suatu penelitian dan saran yang 

berisikan kritik, komentar, ataupun masukan-masukan kepada semua pihak terkait 

wanprestasi dalam perjanjian kerja khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, 

yang penyusun harapkan dapat memberikan dampak positif dan pengembangan di 

Indonesia khususnya dibidang ekonomi dan lapangan pekerjaan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan  dan analisis sebagaimana telah penyusun 

paparkan pada bab-bab sebelumnya dengan berdasarkan pokok permasalahan pada 

penelitian, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perjanjian yang dibuat antara PT. Dian Yogya Perdana dengan Calon Tenaga 

Kerja Indonesia merupakan perjanjian baku atau kontrak yang diperbolehkan dan 

dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang dilindungi oleh pelaksanaan asas 

kebebasan berkontrak. Sebagaimana perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak 

sebagai undang-undang atas apa yang kedua belah pihak perjanjikan. Perjanjian 

kerja dalam penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia dibuat berdasarkan 

syarat-syarat perjanjian menurut pasal 52 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa: 

       Perjanjian Kerja dibuat atas dasar: 

a. Kesepakatan kedua belah pihak; 

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan 

hukum; 

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan; 
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d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan 

dengan ketertiban umum kesusilaan, dan peraturan 

perundang yang berlaku. 

 

2. Menghadapi upaya hukum yang dilakukan mitra kerja luar negeri/Global Partner 

atas permasalahan yang dilakukan tenaga kerja Indonesia. PT. Dian Yogya 

Perdana melakukan suatu jalur penyelesaian sengketa Non Litigasi yaitu dengan 

melakukan negosiasi, guna mencapai pemufakatan yang diinginkan semua pihak 

dengan hasil negosiasi yang dilakukan, bahwa pihak PT. Dian Yogya Perdana 

bersedia melakukan ganti rugi yang dijatuhkan terhadap tenaga kerja Indonesia. 

Yaitu sesuai dengan apa yang ada di suatu perjanjian kerja dengan Global 

Partner. Karena di dalam Bab VIII Pasal 90 butir b yaitu memfasilitasi 

penyelesaian perselisihan atau sengketa tenaga kerja Indonesia.  Disisi lain guna 

menjaga suatu hubungan baik yang sudah lama dibina dalam melakukan 

hubungan kerja. 

3. Penjatuhan sanksi tenaga kerja Indonesia yang dilakukan PT. Dian Yogya 

Perdana dengan melakukan pembinaan terhadap tenaga kerja Indonesia dan ganti 

rugi yang harus dibayarkan kepada PT. Dian Yogya Perdana dikarenakan pada 

saat menyelesaikan permasalahan tenaga kerja Indonesia, PT. Dian Yogya 

Perdana membiayai ganti rugi yang dijatuhkan Global Partner terhadap tenaga 

kerja Indonesia pada saat di luar negeri. Dalam penjatuhan sanksi yang diberikan 
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PT. Dian Yogya Perdana terhadap tenaga kerja Indonesia diatur di dalam 

peraturan-peraturan dan hukum yang berlaku di indonesia: 

a. Pasal 52 ayat 1 huruf d UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

“(1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar: a) Pekerjaan yang diperjanjika 

ntidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan 

perundangan yang berlaku”. 

b. Pasal 86 Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan dan 

perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri Bab VIII Pembinaan. 

“(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana diatur pada ayat (1) 

pemerintah dapat mengikutsertakan pelaksana penempatan Tenaga Kerja 

Indonesia Swasta, organisasi dan atau masyarakat. 

c. Pasal 1241 KUHPerdata. 

“Jika perbuatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak mana 

pun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu, karena pelanggaran itu 

saja diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga”. 

d. Pasal 1365 KUHPerdata. 

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada 

kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. 

e. Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya 

jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau 
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berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud 

pasal 61 ayat (1). Pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan 

membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerjaan/buruh 

sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja” 

Jadi dari peraturan-peraturan atau hukum yang berlaku di Indonesia penjatuhan 

sanksi tenaga kerja Indonesia yang dilakukan PT. Dian Yogya Perdana sesuai 

dengan hukum yang diatur di Indonesia. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil dari pokok permasalahan yang telah dibahas dengan 

penyusun membuat kesimpulan tersebut, dengan saran yang dapat penyusun berikan 

adalah: 

1. Sebelum melakukan perjanjian penempatan, Calon tenaga kerja Indonesia 

sebaiknya lebih memahami suatu perjanjiannya terlebih dahulu dan lebih 

menyiapkan diri apakah sanggup bertanggung jawab atas pekerjaannya jika 

sudah diberangkatkan dan melakukan perjanjian kerja dengan mitra luar 

negeri. 

2. Tenaga Kerja Indonesia harus lebih memperhatikan kesadaran akan hak dan 

kewajibannya terhadap semua pihak, sehingga tidak terjadi pemasalahan 

yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan lebih bertanggung jawab atas 

pekerjaannya. 
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3. PT. Dian Yogya Perdana sebaiknya lebih berhati-hati dalam menyaring 

tenaga kerja sehingga dapat menghasilkan tenaga kerja yang profesional 

yang memiliki keahlian keahlian khusus dibidangnya, dan melakukan 

pembinaan terhadap tenaga kerja agar tetap terjalin hubungan yang baik 

serta memberikan informasi yang jelas, jujur dan benar kepada pekerja 

diluar negeri dan melakukan pendekatan yang lebih terhadap 

pemerintah/KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) agar lebih 

memperhatikan Tenaga Kerja Indonesia. 

4. Mitra kerja luar negeri sebaiknya melakukan pendekatan yang lebih 

terhadap tenaga kerja Indonesia dan memberikan motivasi dalam melakukan 

pekerjaanya sehingga tenaga kerja indonesia mempunyai semangat dan 

bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaannya. 
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